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Tugas dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta Tanah dan Pendaftarannya yang akan dilakukan di 
	wilayah Kota Semarang 
Pemerintah  mempunyai  wewenang  mengatur  penggunaan  tanah  dan 
selanjutnya menunjuk sebuah instansi atau badan yang berwenang untuk itu. 
Pemerintah menunjuk Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakannya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5    Peraturan Pemerintah      Nomor.  24 
Tahun  1997:    Pendaftaran  Tanah  diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan 
Nasional.  Selanjutnya  di  dalam  Pasal 6   ayat (2)   disebutkan “Dalam 
melaksanakan Pendaftaran Tanah,    Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh 
PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan. Demikian pula di dalam Pasal 7 peraturan ini disebutkan : 
1)  PPAT  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  diangkat     dan 
diberhentikan oleh menteri; 2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil 
Menteri  menunjuk  PPAT  Sementara, 3)  Peraturan  PPAT  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah tersendiri. 
Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu Bagaimana resiko dan 
tanggung jawab Camat sebagai PPAT Sementara terhadap tindakan hukum 
yang dilakukannya dalam pembuatan akta tanah dan pendaftarannya. Serta 
Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Camat sebagai Pejabat    Pembuat 
Akta  Tanah  Sementara  dalam  pembuatan  akta  tanah  dan  pendaftarannya. 
metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data distkriptif 
kualitatif. 
Hasil  penelitian  fakta  hukum  pada  pra  pendaftaran  tanah  di  tingkat 
kecamatan   menunjukan   lemahnya   suatu   sistem   pendaftaran   tersebut. 
Kelemahan   penerapan   sistem   pendaftaran   ditingkat   kecamatan   adalah 
dikarenakan Kepala Kecamatan merupakan pegawai negeri sipil, dengan tugas 
pemerintahan yang sangat kompleks dan banyak, akan tetapi dari kompleksitas 
tugas  tersebut  tidak  didukung  oleh  sistem  pertanahan  yang  baik,  sehingga 
dalam  rangka  membantu  terselenggaranya  tugas-tugas  pendaftaran  tanah 
ditingkat kecamatan khususnya keberadaan camat sebagai PPAT sementara 
dapat menimbulkan polemic, dan beresiko terjadinya ketidak stabilan Negara. 
Saran Pemerintah dan BPN  harus merubah  kebijakan  pengangkatan 
camat sebagai PPAT sementara, atau camat sebagai PPAT sementara juga 
harus  didukung  pendidikan  keahlian  sebagai  PPAT  dan  harus  menempuh 
pendidikan  kenotariatan,  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  resiko  yang 
tinggi atas fungsi, tugas dan kewenangan camat sebagai PPAT sementara. 





















Duties and Authority of the Head In The Land Deed Officer in the 
Preparation of Deed of Land and Registration will be done in the city of 
	Semarang 
The Government has  authority to regulate  land  use  and thereafter 
appoint  an  authorized  agency  or  agencies  for  that.  The  government 
appointed the National Land Agency to implement them, as referred to in 
Article 5 of Government Regulation. 24 of 1997: Land Registry organized by 
the National Land Agency. Furthermore, in Article 6 paragraph (2) stated "In 
implementing the Land Registry, Head Office of Land Act is assisted by the 
Land  Officer  and  other  officials  assigned  to  carry  out  certain  activities 
according to government regulations and legislation in question. Similarly, in 
Article  7 of this rule is mentioned:  1) Land Deed Officer as referred to in 
Article  6 paragraph  (2) shall be appointed and dismissed by the minister; 
2) For the villages in the remote regions of the Minister pointed to the Land Deed Officer Meanwhile, 3 ) Regulation of Land Deed Officer referred to in paragraph (1) is regulated by its own government. 
To solve these problems required methods, and methods used are legal distkriptif empirical qualitative data analysis. The results pre-registration of legal facts on the ground in the district showed the weakness of a system of registration. Weaknesses of the application of the registration system is due to the district level is the District Head of the civil service, with the task of government is very complex and many, but from the complexity of the task is not  supported  by  a  system  of  good  land,  so  in  order  to  assist  the implementation of the tasks of land registration district level in particular the existence of sub-district head as Land Deed Officer may temporarily cause polemic, and the risk of instability of the State. 
The government should change the policy advice camat appointment 
as a temporary Land Deed Officer, or subdistrict as Land Deed Officer as 
well as vocational education should be supported as Land Deed Officer and 
Notary must be educated, so as not to pose a high risk of impact on the 
functions, duties and authority of the subdistrict as a temporary Land Deed 
Officer. 
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